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ABSTRAK
PERANAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA NIKAH WALI ADLAL
HARISA NOPIA EKAWARI
D1A.109.053

Wali adlal  adalah wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau Penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya dalam fikih disebut wali adlal.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah penyelesaian sengketa pernikahan karena wali adlal, Bagaimana peranan PPN dalam penyelesaian sengketa nikah wali adlal.Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal, untuk mengetahui peranan PPN dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal di KUA kec.Ampenan Kota Mataram.

Metode Penelitian  ini menggunakan Pendekatan “ Normatif dan empiris”. Realisasi penyelesaian pernikahan wali adlal di KUA Kecamatan Ampenan adalah dengan jalan musyawarah melalui mediasi oleh PPN dan juga penyelesaian melaui Pengadilan Agama. 
Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal, PPN bertindak sebagai mediator, PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dengan mewakili wali menikahkan calon mempelai serta PPN bertindak sebagai wali hakim setelah terbitnya penetapan wali adlal dari  Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Peranan PPN,Penyelesaian Sengketa Pernikahan, Wali Adlal
ABTRACT
ROLE OF EMPLOYEES IN THE SETTLEMENT REGISTRATION OF  A WEDDING
DISPUTE OF A WEDDING GUARDIAN ADLAL 

HARISA NOPIA EKAWARI 
D1A.109.053 
Adlal guardian is not willing or guardian refuses to marry , or refusal guardians in marrying off their daughters in fiqh are called guardians adlal .
 
Formulation of the research problem is : How can the dispute resolution as guardian adlal marriage , How the role of VAT in dispute resolution adlal.Tujuan marriage guardian of this study was to determine the dispute resolution adlal marriage guardian , to determine the role of VAT in dispute resolution in marriage guardian adlal KUA kec.Ampenan Mataram City .

Methods This study used approach " Normative and empirical " case trustee adlal marriage occurs because each party did not understand their rights and obligations as well as the dominance of the role of guardians . 

Realization of marriage settlement trustees adlal in the District Ampenan KUA is the consensus through mediation by way of VAT and also through religious court settlement .
Employee Role of Marriage Registrars ( VAT ) in the dispute resolution adlal marriage guardian , acting as a mediator VAT , VAT act as servants to the Registrar of Marriage representing trustee married bride and VAT act as guardian after the issuance of the determination of a judge of the Court of Religion adlal guardian.
Keywords: Role VAT, Marriage Settlement, Mayor Adlal
1. Pendahuluan 

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.
Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi rukun dan syarat, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Perwalian hanya dijabat oleh keluarga laki-laki dari pengantin wanita . Sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim.
Adapun yang berkaitan dengan pemenuhan hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali, bahwa pelaksanaan perkawinan oleh seorang wali sebelumnya harus meminta persetujuan kedua calon mempelai. Begitu juga perkawinan itu harus dilaksanakan oleh wali yang berhak. Apabila hak masing-masing pihak ada yang tidak diindahkan, perkawinannya masuk kategori dapat dibatalkan. Mereka berhak mengajukan pembatalan.
Dasar-dasar perkawinan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pensyariatannya, di antaranya ialah Memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunan dan cita-cita umat manusia,  Memelihara umat manusia dari kejahatan dan kerusakan, Menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan sesama anggota keluarga, dan Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.  Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam merumuskan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adakalanya pihak wali tidak dapat menghadiri, pemeriksaan nikah pada hari itu, maka PPN akan memberikan kesempatan, pada hari yang lain bagi wali untuk dapat datang ke KUA, sebelum jadual pelaksaan pernikahan. Apabila wali ternyata sedang sakit dan tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, PPN akan melakukan tabayun, yaitu mendatangi wali kealamat yang tertera dalam pengajuan pencatatan nikah. Setelah ketemu dengan alamat yang dimaksud, PPN akan melakukan pemeriksaan ditempat, apabila ternyata wali mendapat sakit permanen yang tidak mungkin dapat hadir pada saat pencatatan nikah, maka wali dimohon membuat surat kuasa yang berisi permohonan  kepada PPN untuk mewakili menikahkan, yang dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari diatas materai, diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat dengan di saksikan oleh dua orang saksi. Selain itu wali juga mengikrarkan kepada PPN secara lisan untuk mewakilkan menikahkan catin wanita yang lazim disebut ”taukil wali”. Setelah menerima surat kuasa dan ”taukil wali”, PPN dapat melaksanakan pencatatan nikah pada hari yang telah ditentukan, meskipun pada saat itu tidak dihadiri oleh wali.  

Namun demikian tidaklah semua peristiwa tidak hadirnya wali tersebut karena alasan sakit, ada juga alasan lain yaitu wali tidak menyetujui adanya  pernikahan itu, bahkan ada yang lebih fatal yaitu wali tidak bersedia menjadi wali, atau dalam hukum Islam disebut ”adlal” atau enggan atau membangkang.Wali adlal merupakan wali  setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, tetapi tidak mau hadir tanpa alasan, biasanya karena alasan malu, tidak cocok dengan calon suami dari anaknya atau enggan untuk mendatangi acara akad nikah, untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kasus wali yang sakit, maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan dan sekaligus mencatat pernikahan itu.

Dalam hal ini sangat penting peranan Pegawai Pencatat Nikah bertindak menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap sengketa perkawinan antara calon isteri dan wali nasab yang adlal atau enggan menjadi wali nikah, dikaitkan dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dari latar belakang tersebut dapat ditarik dua permasalahan yaitu bagaimanakah penyelesaian pernikahan karena wali adlal dan bagaimanakah Peranan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam penyelesaian senngketa pernikahan wali adlal.
Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa pernikahan karena wali adlal, sedangkan manfaat penelitian secara Akademis untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara Teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Perdata dalam hal ini hukum perkawinan dan secara Praktis yaitu ingin menyumbangkan pemikiran sebagai masukan bagi masyarakat atau petugas pencatat nikah dalam hal penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal.
Maka untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif (doktrinal), merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat  normatif (law in book). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan. 
  
Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independent variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (dependent variabel) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (sociologi of law).

2. Pembahasan 
Pada dasarnya kegiatan pelaksanaan perkawinan, pencatatan dan pengawasannya dibagi dalam dua kegiatan, yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan kegiatan lainnya dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang meliputi kegiatan pengelolaan formulir NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk), laporan jumlah NTCR setiap bulan dan triwulan (tiga bulan) juga kegiatan yang bersifat pengawasan terhadap tugas Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Adapun kegiatan yang dilakukan di KUA antara lain pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan pencatatannya.
Adapun beberapa hal yang terkait dngan wali adlal antara lain persetujuan, izin dan dispensasi, penolakan kehendak nikah, pencegahan pernikahan, pembatalan pernikahan, biaya pencatatan nikah.

Dari hasil penelitian terdapat temuan tiga kasus tentang pernikahan wali adlal di KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Namun dari kasus yang dapat diteliti, kasus pernikahan wali adlal tersebut, apabila  tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama. Bukan hanya itu, kasus wali adlal yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi  calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki. 
Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Wali adlal ada dua macam, yang pertama wali  setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, tetapi tidak mau hadir tanpa alasan, biasanya karena alasan malu, tidak cocok dengan calon suami dari anaknya atau enggan untuk mendatangi acara akad nikah, untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kasus wali yang sakit, maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan dan sekaligus mencatat pernikahan itu.
Adapun jenis wali adlal yang kedua yaitu, wali dengan terang-terangan menentang pencacatan nikah tersebut, tanpa alasan yang jelas, inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya, sebab peristiwa ini merupakan sengketa pencatatan nikah, dimana kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan untuk berdamai  (islah). Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaiannya, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Apa yang terjadi?  Calon pengantin melarikan diri, lari dari rumah dan hidup serumah dengan calon suami tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo).
Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN sebagai Pegawai Pancatat Nikah sekaligus manjadi mediator dan Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4), apabila ada sengketa pencatatan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Ampenan Kota Mataram, adalah sebagai berikut :
Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang, untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian konflik.

Apabila belum dapat dicapai kata sepakat, dari pihak-pihak yang bersengketa, PPN akan mempersilahkan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalan perundingan atau arbitrase, setelah dirasa cukup maka PPN akan melakukan pemanggilan kembali kepada pihak – pihak untuk melakukan musyawarah. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak adanya pencatatan nikah dan wali menyatakan enggan, bahkan dengan sengaja melakukan pembangkangan. maka PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah (Kepala KUA) akan menerbitkan surat keterangan N.8 yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan Nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu keengganan wali untuk menjadi wali nikah dalam pencatatan nikah yang akan dilaksanakan.

Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita.

Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dikirim ke Pengadilan Agama Mataram, untuk mendapatkan penyelesaian konflik/sengketa pencatatan nikah yang terjadi.
Calon pengantin membawa berkas yang telah didaftarkan di KUA Kecamatan Ampenan dan dilampiri Surat Keterangan Penolakan (N.9), ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara, sebagai pemohon dan walinya sebagai termohon.
Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali adlal, yaitu wali dinyatakan membangkang, memerintahkan Kepala KUA selaku PPN untuk mencatat pernikahan tersebut, dan PPN sekaligus bertindak sebagai wali hakim, karena wali nasabnya adlal (membangkang).
Adapun peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal adalah : PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan. PPN bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melaui taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), untuk taukil melalui surat kuasa biasanya terjadi karena wali tidak hadir dalam acara pencatatan nikah, namun apabila wali dapat hadir dalam pencatatan nikah, maka wali cukup mengikrarkan mewakilkan menikahkan calon mempelai (taukil) kepada PPN. PPN bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah, namun di sisi lain berperan sebagai wali, yaitu wali hakim. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir dalam pencatatan nikah karena adlal, dan adlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
Setelah turunnya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama, maka PPN atas nama negara dan karena perintah Pengadilan Agama, berhak menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita, yaitu bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya adlal/ membangkanng.
3. Penutup 
Dari uraian yang telah disampaikan pada  sebelumnya  maka dapat disimpulkan Penyelesaian sengketa pernikahan karena wali adlal di KUA Kec. Ampenan antara lain:
Para pihak yang mendaftarkan pencatatan nikahnya di KUA Kecamatan Ampenan  dihadirkan dalam pemeriksaan nikah, apabila wali nikah tidak dapat hadir, maka Pegawai Pencatat Nikah akan melakukan tabayun, atau kunjungan ke tempat kediaman wali untuk melakukan klarifikasi sekaligus meminta kesediaan wali untuk menjadi wali dan menikahkan putrinya, apabila dalam tabayun tidak ditemukan adanya kesepakatan, maka PPN akan memanggil calon mempelai untuk memberitahukan bahwa pernikahan yang dimaksud terdapat kekuarangan syarat, yaitu kesediaan wali nikah, kemudian PPN menerbitkan Surat Keterangan kekurangan Persyaratan Nikah (N.8) dan juga menerbitkan Surat Penolakan Nikah (N.9)  yang dikirimkan kepada Pengadilan Agama Kota Mataram, dan kemudian Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak (pemohon dan termohon) untuk dimintai keterangan, apabila tidak dapat dihasilkan kesepakatan maka Pengadilan Agama menerbitkan penetapan wali adlal dan memerintahkan kepada Kepala KUA selaku PPN untuk menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, karena walinya adlal. sedangkan Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian sengketa pernikahan wali adlal di KUA Kec. Ampenan Kota Mataram adalah: pertama, PPN  bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan  wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali, yakni wali hakim, karena wali nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang  (adlal).
Maka dari penelitian tersebut dapat diberikan saran yaitu Perlu lebih ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum munakahat, sehingga dapat mengurangi kesalah fahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah. Agar lebih efektif dan efisien, usahakan  sengketa pernikahan wali adlal dapat diselesaikan di tingkat bawah /lingkungan, dengan mediator Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Kepala desa / lurah setempat, dapat pula melibatkan ulama atau tokoh masyarakat setempat, hal tersebut lebih mudah dilakukan mengingat tempat tinggal para pihak yang bersengketa, dekat dengan kantor kelurahan dan secara psikologis, para pihak lebih kenal, lebih menghormati dan terbuka dengan tokoh masyarakat/ tokoh agama setempat.
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